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1.1 Latar Belakang
Isu perubahan iklim kini telah berkembang menjadi permasalahan ghobal

cuaca eksirem.

Kondisi tersebut kemudian menjadi krisis iklim yaitu fase yang paling
genting dan sebagai akhir dan fenomena perubahan iklim. Dimana dampaknya
tidak lagi bersifat jangka panjang dan bertahap. tetapi dirasakan secam langsung

dan nyata oleh manusia dan alam. Knsis iklim ditandai dengan meningkatmya



intensitas dan frekuensi bencana alam seperti kekeringan panjang, banjir bandang,
gelombang panas, hingga kebakaran (Seneviratne et al., 2021). Sebuah studi dari

ilmuwan NASA menemukan bahwa kekenngan dan banjir yang semakin sering,
meluas, dan intens, karena kaitannya lebih erat dengan subu global yang lebih tinggi
daripada pola cuaca yang berubah secara alami (Rodell & Li 2023: 24]-248).

terkena dampak peristiwa cusca ekstrem akibat climate changes meskipun
bertanggung jawab atas kurang dari 1% emisi gas rumah kaca global (Ghezali &
‘Wahlah, 2022),

Bencana alam ini terjadi karena hujan muson ckstrem yang membanjiri
Pakistan dan diperparah dengan mencairmya gletser raksasa karena pemanasan



global. Banjir tersehut tercatat sebagai bencana alam terdahsyat dalam sejarah
Pakistan. Dimana wilayah yang terdampak mencapai sekitar 246.000 kn¥® atau
sepertiga negarn. Bencana ini menyebabkan lebih dari 33 juta jiwa terdampak,
termasuk 8 juta orang yang terpaksa mengungsi dan jumiah korban jiwa tercatat
lebih dari 1.700 erang. Banjir dahsyaitersebut juga memporak-porandakan
infrastukur, dimana 2.3 it mumah T mi. kerusakan total, kerusskan
ke Jadan, din lebil

fiirut terdampak

n hektar lahan

ng terendam (Anson, 2024; OCHA, 20

i mencapai angn antara 14,9 hing

iklim" yang belum pernah ia saksikan umn]ra_ kunjungonnya ke kota
Karachi, ia menyatakan, “Sava felah melihat banyak bencana kemanusiaan di
dumia, tetopi sava belum pernah melihar pembantaian dim dalem skala ini. Sulis
menjelaskan dengan kata-kota atas apa yang sava likat hari ini” (Al Jazeera,

1022}



Selain berdampak pada kerusakan fisik dan ekonomi, banjir dahsayt akibat
krisis iklim tersebut juga berdampak pada diskriminasi gender. Dimana lima bulan
setelah terjodinya banjir dahsyat yang melanda Pakistan, kondisi kehidupan di
negara tersebut masih memprihatinkan dan cenderung berdampak pada perempuan

siali Menunit LSM Care dalam Roguel

saloh satu pihak berusia di Buwal 1818  pemikahan paksa adalah
pemikahan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan penuh dan bebas dari salah
satu atau kedua pihak (UN Women, 2011), Dengan demikian, pemikahan anak
dikategorikan sebagai bentuk pemikahan paksa, karena pada dasarnya anak belum

dupat memberikan persetujuan vang matang dan sukorela atas keputusan tersebut
(EIGE, nd.).



Fenomena tersebut pun terjadi secara nvata, berdasarkan laporan The United
Nations Population Fund (UNFPA). memperkirakan sebanyak 640.000 remaja
perempuan menjadi kelompok paling rentan selama krisis, dengan resiko tinggi
mengafami kekerasan berbusis gender, yaitu cohild and forced marriage

tGovernment of Pakistan, 2022), Selain i,

pemikahan anak hingga 18% lebili tin ebelumnya, Dimana angka
tersebut setara dengan menghapus seluruh kemajuan selama lima tahun terakhir
dalam upaya penghspusan praktik ini (UNICEF, 2023). Berkut grafik yang
menunjukkan bahwa praktik child and forced marriage mengalami peningkatan




pasca krisis iklim yang setara dengan kemajuan lima tahun terakhir dalam
penghapusan praktik tersebut.

kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak perempuan. Dalam situasi darurat
krisis iklim, ketidaksiapan negara dalam merespons kebutuhan sosial dan ekonomi
keluarga terdampak menyebabkan praktik pemnikahan anak menjadi strategi untuk
survive, karena keluarga juga berusaha mati-matian untuk menemukan berbagai



cara agar bias bertahan hidup (Janjua, 2024), Sakah satunya ialsh dengan
menikahkan anak mereka secara paksa.

Pemikahan anak dan pemikahan paksa yang marak terjadi di Pakistan pada
tahun 2022 akibat bencana banjir ini disbadikan dalam istilsh "monseon brides™

atau dikenal sebagai pengantin anak musim‘hujan (Faruqui, 2024). Fenomena ini

banjir (Faruqui, 2024). Selain itu, pasca bencana banjir praktik menikahkan anak
secam paksa juga dianggap sebagai cam melindungi mariubal keluarga dan
menghindan potensi pelecehan seksual atau pencemaran nama baik. terutama
karena kondisi kamp pengungsian yang tidak aman bagi perempuan (Janjus, 2024);
(Haider, 2024}, Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam situasi darurat bencana



pun. perempuan menjadi kelompok yang paling rentan untuk dikorbankan atas
nama stabilitas sosial dan ekonomi keluarga.

Kasus peningkatan chiid and forced marriage pasca krisis iklim di Pakistan
ini tidak dapat dipisahkan dari konteks kewajiban negara terhadap perlindungan

hak-hak perempuan dan anak. Dalam hal ini Convention on the Elimination af All

Forms of Discrimingtion o

sgara didunia. Dmgmmyhkmtn]uh e
menkd Serkat. [ran, Sudan Selatan, Sudar

Pakistan sendiri telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1996, yang berarti
negara tersebut secara hukum berkewajiban untuk menyesuaikan kebijakan dan
praktik domestiknya untuk sejalan dengan prnsip-prinsip kesetaraan gender.
Namun terlepas dari komitmen hukum tersebut, Pakistan dengan realitas kesetaraan

gendemya masih sangat jauh dan ideal. Dimana berdasarkan Global Gender Gap



Report tahun 2022 yang diterbitkan oleh World Economic Forum, Pakistan
menempati peringkat 145 dari 146 negara yang disurvei (WEF, 2022). Rendahnya
peringkat tersebut menjadi indikasi nyata atas kesenjungan gender yang secara
langsung berkorelasi dengan terus berlanjutnya  praktik-praktik  disknminatif,

sangal tidak merata.

sebaliknya wilayah vang jauh dan terpencil dari kota kurang mendapatkan bantuan.
Selain itu adanya kebijakan negara berupa pelaporan kekerasaan berbasis gender
harus memerlukan kartu identitas, banyak perempuan yang terdampak sulit untuk
melaporkan karena kehilangan identitas akibat banjir yang melanda. Tidak hanya
itu, bukti dengan ketidakhadiran layanan perlindungan terhadap perempuan juga



meningkatkan kerentanan anak perempuan terhadap eksploitas. Hingga kemiskinan
nasional pun diperkirskan meningkat dan mendorong 8.4-9,1 juta orang jatuh
miskin, dimana kondisi ini mendorong keluarga terdampak untuk menikahkan anak
perempuan mereka sebagal jalan bertahan hidup atas lekanan ekonomi yang
dihadapi (United Nations Pakistan, 2023), .
Praktik ini tidaksha

S T,
iskriminasi gender yang
berbahaya seperti pemnikahan anak, pemikahan paksa, dan mutilasi alat kelamin
perempuan (FGM) tahun 2030 untuk mencapai kesetarnan gender (Murphy, 2025),

Dilihat dari bagaimana respons negara terhadap situasi krisis ini dengan
tenjodinya peningkatan pemikahan paksa, semakin memperjelas lemahnya
perlindungan hukum terhadap perempuan. Negara bukannya berupaya memperkuat



perlindungan perempuan sebagai kelompok rentan, justru gagal mencegah
terjadinya diskriminasi gender berupa meningkatnya praktik child forced marrigge.
Meskipun praktik CFM telah lama mengakar sebagai bagian dari struktur budaya
dan sosial masyarakat Pakistan (Ayaz & Nizar, 2018), hal ini tidak dapat dijadikan

kebijakan nasional dan dikimg : nyatanya praktik ini
tetap terjadi bahkan meningkat secara signifikan pasca bencana banjir tahun 2022,
Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antars komitmen hukum dengan praktik
nyata. Penelitian ini memiliki wovelye dengan mengaitkan praktik child and forced
marriage dengan kegngalan negam dalam menjalankan norma internasional terkait

kesetaraan gender dalam konteks bencana alam, yang masih jarang dibahas dalam



kajian Hubungan Intemasional. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis
Komitmen pakistan dalam melindungi hak perempuan karema terjadinva
peningkatan praktik child and forced marviage sebagai bukti atas komitmen
Pakistan terhadap CEDAW. Dari sinilah kemudian pertanyaan penelitian disusun

1.2 Rumusan N as:

L5t Drvention an . Al Forms of

jon against Women (CEDAW) dilihat dan peningkatan’Chil
FM) pasca krisis iklim tohun 20227"

tahun 2022, Fokus utam welitian ini adalah untuk mengevaluasi
tingkat kepatuhan Pakistan terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam
CEDAW, serta mengkaji kegagalan negar dalam mengimplementasikan
perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada kelompok rentan
dalam situasi darurat.
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1.3.2 Manfaat Penclitlan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfant baik dari segi
teoritis maupun praktis sebagai berikut :
1. Manfast Teoritis
Penelitian ini dihampkan dapat memberikan kontribusi

s e memenuhi m
can studi di Program Studi
niversitas  Amikom

Yogyakarta

2) Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi
referensi tambahan bagi kajian sejenis yang membabas
TR iy, Kesstaoin  geader,
dandampo sl o b tesions!
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3) Bagi Masyarakat Umum, penelitian i diharapkan dapat
meningkatkan ~ kesadaran  tentang  pentingnya
perlindungan hak perempuan, terutama di wilayah
terdampak bencana, serta mendorong pemahaman bahwa

3. BAB 11 (Metode Penelitian)
Bab ini menjelaskan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam

penelitian, jenis dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta

metode analisis data untuk menjawab rumusan masalsh secara flmiah,

4. BAB IV (Hasil dan Pembahasan)



Bab ini memuat data-data hasil temuan dari penelition yang
kemudian dibahas dengan analisis menggunakan teori dan metode yang
5.BAB V (Penutup)

an saran danrekomendasi
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